
 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

NOMOR 14 TAHUN  2009 
 

T E N T A N G 
 

PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA 

PENYULUHAN KABUPATEN BANTUL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTUL, 

 
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota urusan ketahanan pangan 
merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Daerah; 

 
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu dibentuk Badan 
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten Bantul;  
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 
b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan 
Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan  Pelaksana Penyuluhan Kabupaten 
Bantul; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 
 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3656); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 108 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);  

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950); 

 
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan 

Pengawasan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009   Nomor  87 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5018); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 

Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 
 
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan 

Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D 
Nomor 11); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 

dan 
 BUPATI BANTUL 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN 

KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN 
BANTUL. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. 
7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

Kabupaten Bantul. 
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bantul 

Kabupaten Bantul. 
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.  
10. Kewaspadaan Pangan adalah suatu pendektesian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan 

dan gizi yang berjalan terus menerus dan menghasilkan pemetaan daerah rawan pangan dan gizi 
yang menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan 
penanggulangan daerah rawan pangan dan gizi. 

11. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses 
pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha, agar mereka mau dan mampu menolong dan 
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan 
sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan 
dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. 

12. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang 
selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, 
agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam 
agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan 
manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 

13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan 
sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, 
pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. 

14. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan. 

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan 
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bantul. 
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BAB III 
SUSUNAN, KEDUDUKAN  DAN TUGAS   

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 
 

(1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri atas : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian Program; dan 
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas : 
1. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan; dan 
2. Sub Bidang Pemberdayaan Distribusi dan Konsumsi. 

d. Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan, terdiri atas : 
1. Sub Bidang Pengembangan Programa Penyuluhan, Informasi dan Teknologi; dan 
2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan;  

e. Unit Pelaksana Teknis; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan. 
 
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
 
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
 
(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
 
(6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
 
(7) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

  
Bagian Kedua 

 Kedudukan dan Tugas Pokok 
Pasal 4 

 
(1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 
 
(2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. 
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